
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 168 TAHUN 2021 

TENTANG 

MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA YANG 
T IDAK MELALUI R E K E N I N G K A S UMUM DAERAH 

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA BSA 

BUPATI PACITAN, 

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 12 
T a h u n 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
mengamanatkam bahwa Penerimaan dan Pengeluaran 
t idak d i l akukan me la lu i Rekening Kas U m u m Daerah, 
BUD me lakukan pencatatan berdasarkan pengesahan 
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a diatas, per lu menetapkan 
Peraturan Bupa t i tentang Mekanisme Pencatatan 
Pengesahan dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
Rekening Kas U m u m Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Iridohesia T d h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan Undang-
Undang Nomor 9 T a h u n (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara T a h u n 2020 Nomor 245, 
Tambhan Lembaran Negara Nomor 6573); 

Menimbang a. 

b. 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Aku tans i Pemerintah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntans i Pemerintahan 
Berbasi A k r u a l pada Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 80 T a h u n 2018 tentang 
Kebijakan Akun tans i Pemerintah Daerah, sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Bupat i Pacitan Nomor 81 
Tahun 2020; 

10. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 Sistem 
Akun tans i Pemerintah Daerah Bagan A k u n Standar; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME 
PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA 
YANG TIDAK MELALUI R E K E N I N G KAS UMUM DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan i n i yang d imaksud dengan; 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPD adalah 

u n s u r perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan u rusan 
Pemerintahan Daerah. 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat SKPKD 
adalah u n s u r penunjang u r u s a n Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat PPKD adalah 
Kepala SKPKD yang mempunya i tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
ber t indak sebagai Bendahara U m u m Daerah. 

7. Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya d is ingkat BUD adalah PPKD yang 
ber t indak da lam kapasitas sebagai BUD. 

8. Un i t SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
Program / Kegiatan. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang d ip impinnya . 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat KPA adalah pejabat 
yang diber i kuasa u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diber i kuasa u n t u k melaksanakan tugas BUD. 



12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
ta ta usaha keuangan pada SKPD. 

13. Rekening Kas U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat RKUD adalah 
rekening tempat peny impanan uang Daerah yang d i t en tukan oleh Bupa t i 
u n t u k menampung se luruh pener imaan Daerah dan membayar se luruh 
Pengeluaran Daerah pada bank yang d i te tapkan. 

14. Kas U m u m Daerah adalah tempat peny impanan uang Daerah yang d i t en tukan 
oleh Bupa t i u n t u k menampung se luruh Penerimaan Daerah dan membayar 
se luruh Pengeluaran Daerah pada bank yang d i te tapkan. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Mekanisme Pencatatan Pengesahan Dan Pelaporan Dana Yang Tidak Melalui 
RKUD terd i r i atas: 
a. Dana Ban tuan Operasional Sekolah (BOS); 
b. Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional pada Fasil itas Kesehatan 

Tingkat Pertcuna; 
c. Dana Desa; dan 
d. Badan Layanan U m u m Daerah (BLUD). 

(2) Mekanisme Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Yang Tidak Melalui 
RKUD sebagaimana pada ayat (1) h u r u f a, b, c dan d sebagaimana tersebut 
da lam Lampiran 1, 11, 111 dan IV yang merupakan bagian t idak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB IV 
KETENTUAN P E N U T U P 

Pasal 4 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 1 - 11 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di -Pacitan 
Pada tanggal 1 - 11 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 169 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepal3<©agi^tn H u k u m , 

DeWi C A H M ^ T O R O . SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA 
YANG TIDAK MELALUI R E K E N I N G K A S UMUM DAERAH . 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DANA BANTUAN OPERASIONAL S E K O L A H (BOS) 

A. DEFIN IS I 
1. Dana Ban tuan Operasional Sekolah yang selanjutnya dis ingkat Dana BOS 

adalah program Pemerintah Pusat u n t u k penyediaan pendanaan biaya 
operasi nonpersonal ia bagi Satdikdas, sa tuan pendid ikan k h u s u s dan 
satuan pendid ikan menengah yang bersumber dar i dana alokasi k h u s u s 
nonfisik. 

2. Pengelolaan Dana BOS adalah kese luruhan kegiatan yang me l iput i 
perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, 
penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban 
Dana BOS dan pengawasan Dana BOS. 

3. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok 
layanan pendid ikan yang menyelenggarakan pendid ikan pada j a l u r formal 
te rd i r i dar i Satdikdas, Satuan Pendidikan Menengah, dan Satuan 
Pendidikan Khusus . 

4. Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Satdikdas adalah 
jen jang pendid ikan pada j a l u r pendid ikan formal yang melandasi jenjang 
pendid ikan menengah, yang diselenggarakan pada Satdik berbentuk 
sekolah dasar a tau ben tuk la in yang sederajat serta menjadi satu kesatuan 
ke lan jutan pendid ikan pada Satdik yang berbentuk sekolah menengah 
pertama a tau bentuk la in yang sederajat. 

5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang diselanjutnya 
dis ingkat RKAS Dana BOS adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dar i 
Dana BOS. 

6. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang selanjutnya disebut 
Bendahara Dana BOS adalah PNS yang d i t u n j u k menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
u n t u k keper luan belanja Dana BOS pada Satdik. 

7. Naskah Perjanjian H ibah Daerah yang selanjutnya dis ingkat NPHD adalah 
naskah perjajian h ibah yang bersumber dar i Dana BOS antara Pemerintah 
Daerah dengan penerima h ibah . 

8. Penerimaem Dana BOS adalah uang yang masuk ke Rekening Satdik. 
9. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya dis ingkat SP2T 

adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan 
mengesahkan pendapatan transfer yang t idak mela lui rekening kas u m u m 
daerah. 

10. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah yang selanjutnya dis ingkat SP2H 
adalah dokumen yang d i te rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan 
mengesahkan pendapatan h i bah yang t idak mela lu i rekening kas u m u m 
daerah. 

11 . Surat Pengesahan Belanja H ibah Dana BOS yang selanjutnya disebut SPB 
Hibah Dana BOS adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k 
mencatat dan mengesahkan belanja h ibah Dana BOS yang t idak mela lui 
rekening kas u m u m daerah. 



12. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya dis ingkat SP2B 
adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh PA u n t u k mengajukan pencatatan 
dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan 
pengeluaran daerah t idak d i l akukan mela lui rekening kas u m u m daerah 
dan menjadi dasar penerbi tan surat pengesahan belanja. 

13. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya dis ingkat SPB adalah 
dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan mengesahkan 
belanja yang t idak mela lu i rekening kas u m u m daerah berdasarkan SP2B. 

B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOS 
Dalam ha l penyusunan Laporan Keuangan, Dana BOS merupakan bagian dar i 
Laporan Keuangan Ent i tas Akun tans i Dinas Pendidikan, sehingga penerapan 
Kebijakan Akuntans i , Sistem A k u n t a n s i serta Bagan A k u n Standar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber laku. 
1. Pengakuan Pendapatan Dana Ban tuan Operasional Sekolah (BOS) 

PengaJcuan Pendapatan Dana B a n t u a n Operasional Sekolah (BOS) pada 
A k u n : Pendapatan Daerah, Kelompok : Lain-Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah, Jenis : La in- la in Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan, Obyek : La in- la in Pendapatan, Rincian 
Obyek : Pendapatan H ibah Dana BOS, Sub Rincian Obyek : Pendapatan 
Hibah Dana BOS. Prosedur pengakuan pendapatan dana sebagai ber ikut : 
a. Kepala Dinas Pendidikan melaporkan Rekapitulasi Penerimaan Dana 

BOS kepada PPKD selaku BUD u n t u k d i t e rb i tkan SP2H (format 
terlampir) berdasarkan SP2D yang d i t e rb i tkan BUD Provinsi d i lampir i 
data sa lur yang d i u n d u h dar i apl ikas i BOS; dan 

b. Berdasarkan dokumen SP2H, PPKD selaku BUD membuat b u k t i 
memoria l (format terlampir) u n t u k me lakukan pencatatan 
(penjumalan) pengakuan realisasi pendapatan dalam Laporan 
keuangan SKPKD. 

2. Pengakuan Belanja Dana B a n t u a n Opersonal Sekolah (BOS) 
a. Bendahara Dana BOS pada Satdikdas Negeri berkewajiban 

melaksanakan proses pencatatan pener imaan m a u p u n belanja Dana 
BOS pada B u k u Kas U m u m dan B u k u Pembantu sekurang-kurangnya 
B u k u Pembantu Kas Tuna i , B u k u Pembantu Bank, B u k u Pembantu 
Pajak, B u k u Pembantu Rincian Obyek (sebagai proses Penatausahaan); 

b. Kepala Satdikdas Negeri menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan 
dan Belanja Dana BOS (format terlampir) berdasarkan po in a setiap 
tanggal 5 bu l an ber ikutnya kepada Kepala Dinas Pendidikan mela lui 
Bendahara Pengeluaran SKPD d i lampi r i : 
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mut l ak (format ter lampir ) ; 
2) Sal inan Rekening Koran Dana BOS; dan 
3) Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset Dana BOS (format terlampir) . 

c. Kepala Satdikdas Negeri menyusun Rekapitulasi Laporan Realisasi 
Penerimaan dan Belanja Dana BOS semesteran berdasarkan poin b 
u n t u k d isampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan mela lu i 
Bendahara Pengeluaran. 

d. PPK SKPD me lakukan veri f ikasi Laporan Rekapitulasi Realisasi 
Penerimaan dan Belanja Dana BOS sebagaimana poin c u n t u k menguji : 
1) Perhitungan laporan realisasi pener imaan dan belanja Dana BOS 

setiap semester; 
2) Kesesuaian Dana BOS dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi 

penerimaan Dana BOS dar i Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara; dan 



3) Surat Pemyataan Tanggung Jawab M u t l a k Kepala Satdikdas Negeri. 
a. Dalam ha l has i l verif ikasi sebagaimana d imaksud po in d t idak 

terpenuhi , PPK SKPD mela lu i Bendahara Pengeluaran 
mengembal ikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan 
Belanja Dana BOS kepada Kepala Satdikdas Negeri u n t u k 
d iperbaik i/di lengkapi pal ing lama 1 (satu) ha r i setelah 
d i ter imanya has i l veri f ikasi. 

b. Perbaikan atas has i l veri f ikasi oleh Satdikdas Negeri mela lu i 
Bendahara Pengeluaran pal ing lama 2 (dua) ha r i setelah 
mener ima pengembalian hasi l verif ikasi. 

c. PPK SKPD menyampaikan has i l veri f ikasi Laporan Rekapitulasi 
Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS kepada Pengguna 
Anggaran. 

d. PA menerb i tkan SP2B (format terlampir) per Jenjang Pendidikan 
Negeri d i l ampi r i Rekapitulasi SP2B yang d is iapkan oleh PPK 
SKPD dan mengajukan kepada BUD u n t u k penerbitan SPB 
sebagaimana format ter lampir . Pengajuan tersebut d i lampir i : 
1) Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja 

Dana BOS se luruh Satdikdas Negeri; dan 
2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mut l ak Pengguna 

Anggaran. 
e. PPK SKPD menerb i tkan b u k t i memoria l (format terlampir) 

berdasarkan dokumen SPB u n t u k me lakukan pencatatan 
(penjurnalan) atas t ransaks i belanja da lam LRA, beban dalam 
LO dan Aset da lam Neraca. 

Pengakuan Sisa Lebih Perhi tungan Anggaran T a h u n Sebelumnya (SiLPA) 
Dana Ban tuan Operasional Sekolah 
a. Sisa Dana BOS Satdikdas negeri pada akh i r t a h u n anggaran di laporkan 

kepada PPKD selaku BUD mela lu i SKPD kabupaten dan tetap d i 
rekening bank Satdikdas negeri. 

b. Sisa Pengelolaan Dana BOS sebagaimana d imaksud pada poin a d i atas 
d i a k u i sebagai SiLPA pener imaan pembiayaan pada APBD setelah 
pelaporan keuangan SKPD direv iu oleh aparat pengawas in terna l 
pemer intah (Inspektorat) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



C. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH (SP2H) 
SURAT PENGESAHAN 

JA A A A« ^A MMM'A MAMA MA « 

PENDAPATAN 
HIBAH (SP2H) 

^ ^ ^ ^ ^ Nama BUD : .1) 
Tanggal : •2) 
Nomor : •3) 

Kode Rekening :4.3.03.01.01.0001 Tahun Anggaran : •4) 
Telah d isahkan pendapatan h ibah se jumlah : Rp ,, 5) 
( da lam h u r u f 6) 

Pacitan, tanggal - -...7) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa BUD 

..81 
NIP 

Tata cara pengisian Format SP2H : 
1. Di is i dengan nama BUD/Kuasa BUD; 
2. Di is i dengan tanggal penerbitan SP2H; 
3. Di is i dengan nomor penerbitan SP2H; 
4. Di is i dengan t a h u n anggaran penerbitan SP2H; 
5. Di is i dengan j u m l a h penerimaan pendapatan h ibah ; 
6. Di is i dengan j u m l a h penerimaan pendapatan h ibah dalam huru f ; 
7. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a h u n penerbi tan SP2H; 
8. Di is i dengan Nama dan NIP BUD/Kuasa BUD; 



D. CONTOH FORMAT BUKTI MEMORIAL PENDAPATAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

Nama PD SKPKD 
Ja lan Nomor Telp. (0357) 

P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / /202.. 

Dalam rangka pengakuan realisasi Pendapatan H ibah pada Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagaimana amanat Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana 
Ban tuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) ter lampir , pada tanggal d i l akukan 
ent r i j u m a l sebagai b e r i k u t : 

Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit 

3.1.02.05.01.0001 
4.3.03.01.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Pendapatan H ibah Dana BOS 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

3.1.02.05.01.0001 
4.3.03.01.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Pendapatan H ibah Dana BOS 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) j 

1.1.13.01.01.0001 
7.3.03.01.01.0001 

RK SKPD 
Pendapatan Hibah Dana 
BOS-LO 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LO di SKPKD) 

i 
1.1.13.01.01.0001 
7.3.03.01.01.0001 

RK SKPD 
Pendapatan Hibah Dana 
BOS-LO 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LO di SKPKD) 

1 

i 
1 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPKD 

NIP. 



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
Dinas Pendidikan 

Ja lan Nomor Telp. (0357) 
P A C I T A N 

B U K T I MEMORIAL 
Nomor : / /202.. 

Dalam rangka pengakuan realisasi Pendapatan Hibah pada Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagaimana amanat Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Rl Nomor 24 T a h u n 2020 tentang Pengelolaan Dana 
Ban tuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) ter lampir , pada tanggal d i l akukan 
ent r i j u m a l sebagai be r iku t : 

Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit 

1.1.01.05.01.0001 
3.1.03.01.01.0001 

Kas Dana BOS 
RK PPKD 
(Pengakuan Kas Dana BOS 
pada Neraca di Dinas 
Pendidikan ) 

1.1.01.05.01.0001 
3.1.03.01.01.0001 

Kas Dana BOS 
RK PPKD 
(Pengakuan Kas Dana BOS 
pada Neraca di Dinas 
Pendidikan ) 

1.1.01.05.01.0001 
3.1.03.01.01.0001 

Kas Dana BOS 
RK PPKD 
(Pengakuan Kas Dana BOS 
pada Neraca di Dinas 
Pendidikan ) 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD 

NIP. 



E . CONTOH FORMAT LAPORAN R E A L I S A S I PENERIMAAN DAN BELANJA 
DANA BOS 

KOP 
SATUAN PENDIDIKAN DASAR N E G E R I 

LAPORAN R E A L I S A S I PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS 
S E M E S T E R ....1) TAHUN ....2) 

Bersama i n i k a m i laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS u n t u k semester 
1) T a h u n 2) sebagai b e r i k u t : 

No. Uraian 
J u m l a h 

Anggaran 
(Rp) 

Real isas i 
s/d 

Semester 
sebelumnya 

(Rp) 

Real isas i 
Semester 

in i 
(Rp) 

Jumlah 
Real isas i i „ 

, . Se l is ih 
^ /Kurang Semester . * 

in i <^»" 
(Rp) 

Penerimaan 
• BOS Reguler 
• BOS Af irmasi 
- BOS Kinerja 

*) 

1 i 

1 

Pengeluaran 
a. Belanja 

Pegawai 
• BOS 

Reguler 
b. Belanja 

Barang dan 
Jasa 
- BOS 

Reguler 
• BOS 

Afirmasi 
• BOS 

Kinerja 
c. Belanja Modal 

1) B M 
Peralatan 
dan Mesin 
• BOS 

Reguler 
• BOS 

Af irmasi 
- BOS 

Kinerja 
2) B M Aset 

Tetap 
Lainnya 
• BOS 

Reguler 

**) 



3) B M Gedune 
dan 
Bangunan 
- BOS 

Reguler 
J u m l a h 

-• -- ! 

Pacitan, Tanggal ...........3) 
Kepala Satdik ...4) 

5) 
NIP 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS 
Semester; 

1. Di is i dengan semester berkenaan; 
2. Di is i dengan t a h u n anggaran berkenaan; 
3. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a h u n ; 
4. Di is i dengan Nama Satdikdas Negeri; 
5. Di is i dengan Nama Kepala Satdik dan NIP. 

*) d i is i berdasarkan alokasi Dana BOS dan Sisa Dana BOS yang akan d i rekening 
bendahara Dana BOS yang menjadi SiLPA 

*) d i is i berdasarkan alokasi belanja yang t e rcantum da lam RKAS 



F . CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
(SPTJM) 

KOP 
SATUAN PENDIDIKAN DASAR N E G E R I 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor : 1) 

1. Nama Satdik 2) 
2. Kode Satdik 3) 
3. Nomor / tanggal DPA-SKPD 4) 
4. Kegiatan Dana BOS 5) 
Saya yang bertanda tangan d ibawah i n i menyatakan bahwa bertanggungjawab 
secara formal dan mater ia l atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran 
Dana BOS serta kebenaran perh i tungan dan setoran pajak yang telah d ipungut 
atas penggunaan Dana BOS pada semester 6) t a h u n anggaran 7) dengan 
rincian sebagai ber ikut : 
A. Saldo Awal Dana BOS 8) Rp 
B. Penerimaan Dana BOS 9) 

1. Tahap 1 Rp 
2. Tahap 11 Rp 
3. Tahap 111 Rp 

J u m l a h Penerimaan R̂ ^ 
C. Pengeluaran Dana BOS 

1. Jenis Belanja Pegawai Rp 
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp 
3. Jenis Belanja Modal Rp 

J u m l a h Rj^ 
D. Sisa Dana BOS (A+B-C) R^ 

Terdir i atas: 
1. Sisa Kas Tuna i Rp 
2. Sisa d i Bank Rp 

B u k t i - b u k t i atas belanja tersebut pada h u r u f C d i s impan pada Satdik ... u n t u k 
kelengkapan adminis t ras i dan keper luan pemeriksaan sesuai peraturan 
perundang-undangan. Apabi la b u k t i - b u k t i tersebut t idak benar yang 
mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah d imaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

Demik ian surat pemyataan i n i d ibua t dengan sebenamya. 

Pacitan, Tanggal ........... 10) 
Kepala Satdik ...11) 

12) 
NIP 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mut lak ; 
1. Di is i dengan nomor SPTJM Satdik ; 
2. Di is i nama Satdik ; 
3. Di is i kode Satdik ; 
4. Di is i nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan; 



5. Di is i kode kegiatan Dana BOS; 
6. Di is i dengan semester berkenaan; 
7. Di is i dengan t a b u n anggaran berkenaan; 
8. Di is i dengan saldo awal Dana BOS; 
9. Di is i penerimaan Dana BOS per tabap; 
10. Di is i tempat dan tanggal d i t e rb i tkannya SPTJM; dan 
11 . Di is i dengan Nama Satdikdas Negeri; 
12. Di is i dengan Nama Kepala Satdik dan NIP. 



G. CONTOH FORMAT R E K A P I T U L A S I PEMBELIAN BARANG/ASET DANA BOS 

KOP 
SATUAN PENDIDIKAN DASAR N E G E R I 

REKAP ITULAS I PEMBELIAN BARANG MIL IK DAERAH DARI DANA BOS 

Nama Sekolah : 1) 
Desa/Kelurahan : 2) 
Kecamatan : 2) 
Kabupaten/Kota : 3) 
Provinsi : 4) 

No. 
7) 

Nama Barang Milik 
Daerah 

8) 

J u m l a h Unit 
9) 

Harga 
Satuan (Rp) 

10) 

J u m l a h (Rp) 
11) 

1 2 3 4 5 

Mengetahui, Pacitan, Tanggal . ..,...,...6) 
Kepala Satdik Negeri ...5) Bendahara Dana BOS 

NIP NIP. 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Format Pembelian Barang/ Aset; 
1. Di is i dengan nama sekolah ; 
2. Di is i dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan; 
3. Di is i dengan nama kabupaten/kota ; 
4. Di is i dengan nama provinsi ; 
5. Di is i dengan nama Satdik Negeri; 
6. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a b u n pembuatan Rekapitulasi Pembelian 

Barang Mi l ik Daerah Dar i Dana BOS; 
7. Kolom 1, d i is i dengan nomor u r u t ; 
8. Kolom 2, d i is i dengan nama barang m i l i k daerah; 
9. Kolom 3, d i is i dengan j u m l a b u n i t ; 
10. Kolom 4, d i is i dengan barga satuan; 



H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA SP2B 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN 
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) 

Tanggal : 1) Nomor 2) 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memohon kepada : 
Bendahara U m u m Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan m e m h u k u k a n 
penerimaan dan belanja BOS se jumlah : 
1. Saldo Awal Rp 3) 
2. Penerimaan Rp 4) 
3. Belanja Rp 5) 

a) Belanja Pegawai Rp 
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 
c) Belanja Modal Rp 

4. Saldo Akh i r Rp 6) 

U n t u k semester 7) T a h u n Anggaran 8) 
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi 
9) 
10) 

Program, Kegiatan 
Xx X X 11) 

PENERIMAAN BELANJA 

12) 

Kode Rekening J u m l a h 

12) 
14) 
14) 
14) 

dst 

15) 
15) 

dst.. 15) 

J u m l a h Penerimaan Rp 13) J u m l a h Belanja Rp 16) 

Pacitan, Tanggal seperti d i atas 
Kepala SKPD Dinas Pendidikan 

17) 
NIP 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Format SP2B; 
1. Di is i tanggal SP2B; 
2. Di is i nomor SP2B; 
3. Di is i j u m l a h saldo akh i r pada SP2B Dinas Pendidikan bu lan sebelumnya. 

Khusus u n t u k saldo bu l an J a n u a r i T a h u n Anggaran 
4. Di is i j u m l a h n i h i l da lam rangka pengajuan SP2B Dinas Pendidikan; 
5. Di is i j u m l a h belanja yang te lah dibayar dar i kas Dana BOS 
6. Di is i j u m l a h saldo akh i r (saldo awal + penerimaan - belanja); 
7. Di is i periode semester berkenaan; 
8. Di is i t a h u n anggaran berkenaan; 
9. Di is i dasar penerbitan SP2B antara l a in : Nomor Perda tentang APBD 

Perubahan, Nomor DPA - SKPD Dinas Pendidikan; 
10. Di is i dengan kode u rusan , organisasi dan ura ian nama Dinas Pendidikan; 
11. Di is i kode program dan kegiatan Dinas Pendidikan; 



12. Di is i j u m l a h nomina l rup i ah u n t u k kode rekening penerimaan; 
13. Di is i j u m l a h nomina l u n t u k kese luruhan pener imaan; 
14. Di is i kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta 

Belanja Modal); 
15. Di is i j u m l a h nomina l rup i ah u n t u k kode rekening belanja; 
16. Di is i j u m l a h nomina l rup i ah u n t u k se luruh belanja; 
17. Di is i dengan Nama dan NIP Kepala Dinas Pendidikan; 



1. CONTOH FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) 

Nomor SP2B Dinas Pendidikan 

Tanggal 
Kode Organisasi 

1) 
.1) 
.2) 
:3L_ 

SURAT PENGESAHAN BELANJA 
(SPB) Dinas Pendidikan 

Nama BUD 
Tanggal 
Nomor 
T a h u n Anggaran 

•4) 
•5) 
.6) 
•7) 

Telah d isahkan belanja se jumlah 
Belanja Rp 8) 
Belanja Pegawai Rp 9) 
Belanja Barang dan Jasa Rp 10) 
Belanja Modal Rp 11) 
Saldo Akh i r Rp 12) 

Pacitan, tanggal - - 13) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

14) 
NIP 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Format SP2B; 
1. Di is i nomor SP2B; 
2. Di is i tanggal SP2B; 
3. Di is i kode organisasi Dinas Pendidikan; 
4. Di is i nama BUD/Kuasa BUD; 
5. Di is i dengan tanggal penerbitan SPB Dinas Pendidikan; 
6. Di is i dengan nomor penerbitan SPB Dinas Pendidikan; 
7. Di is i dengan t a h u n anggaran penerbitan SPB; 
8. Di is i dengan j u m l a h saldo awal yang t e r cantum da lam SP2B Dinas Pendidikan; 
9. Di is i dengan j u m l a h belanja pegawai yang t e rcantum dalam SP2B Dinas 

Pendidikan; 
10. Di is i dengan j u m l a h belanja barang dan jasa yang t e r cantum dalam SP2B Dinas 

Pendidikan; 
11. Di is i dengan j u m l a h belanja modal yang t e rcantum dalam SP2B Dinas 

Pendidikan; 
12. Di is i dengan j u m l a h saldo akh i r yang t e rcantum da lam SP2B Dinas Pendidikan; 
13. Di is i dengan tanggal dan t a h u n anggaran berkenaan; 
14. Di is i dengan Nama dan NIP BUD/Kuasa BUD; 



J . CONTOH FORMAT BUKTI MEMORIAL BELANJA/BEBAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
Dinas Pendidikan 

Ja lan Nomor Telp. (0357) 
P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / / 

Dalam rangka pengakuan realisasi Belanja Dana BOS pada Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagaimana amanat Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Rl Nomor 24 T a h u n 2020 tentang Pengelolaan Dana 
Ban tuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan FC Surat 
Pengesahan Belanja (SPB) dan Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset Dana BOS 
ter lampir , pada tanggal d i l a k u k a n ent r i j u m a l sebagai ber ikut : 

Kode Rekening 

5 
5 
5 

dst 
3.1.02.05.01.0001 

8 
8 

dst 
1.1.01.05.01.0001 

1 
1.1.01.05.01.0001 

Nama Rekening 

Belanja 
Belanja 
Belanja 
dst 
Est imasi Perubahan SAL 
(Pengakuan Belanja pada 
LRA di Dinas Pendidikan) 

Beban 
Beban 
dst 
Kas Dana BOS 
(Pengakuan Beban pada LC 
di Dinas Pendidikan) 

Aset 
Kas Dana BOS 
{Pengakuan Aset pada 
Neraca di Dinas Pendidikan) 

Debet Kredit 

dst 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD 

NIP. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepala B^kglan I^^xJrtmi, 

DENI C RO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA 
YANG TIDAK MELALUI R E K E N I N G K A S UMUM DAERAH. 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DANA KAPITASI JAMINAN K E S E H A T A N NASIONAL (JKN) PADA 

FAS IL ITAS K E S E H A T A N TINGKAT PERTAMA (FKTP) 

A. DEF IN IS I 
1. J a m i n a n Kesehatan Nasional yang selanjutnya dis ingkat JKN adalah 

j a m i n a n berupa per l indungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeriharaan kesehatan dan per l indungan dalam memenuhi 
k ebu tuhan dasar kesehatan yang d iber ikan kapada setiap orang yang telah 
membayar i u r a n a tau iu rannya dibayar oleh Pemerintah. 

2. Fasil itas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang d igunakan 
u n t u k menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, ba ik 
promotif , preventif, k u r a t i f m a u p u n rehabi l i ta t i f yang d i l akukan oleh 
pemer intah daerah, dan/atau masyarakat. 

3. Fasil itas Kesehatan T ingkat Pertama yang selanjutnya dis ingkat FKTP 
adalah Fasil itas Kesehatan yang me lakukan pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat nonspesial ist ik u n t u k keper luan observasi, 
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan 
la innya. 

4. Badan Penyelengara J a m i n a n Sosial Kesehatan yang selanjutnya dis ingkat 
BPJS Kesehatan adalah Badan h u k u m yang d ibentuk u n t u k 
menyelenggarakan program J a m i n a n Kesehatan. 

5. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar d i m u k a 
kepada FKTP berdasarkan j u m l a h peserta yang terdaftar tanpa 
memperh i tungkan jen is dan j u m l a h pelayanan kesehatan yang d iber ikan. 

6. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang d i ter ima oleh 
FKTP dar i BPJS Kesehatan. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi yang selanjutnya 
dis ingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi adalah Dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dar i 
Dana Kapitasi . 

8. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri s ipi l yang 
d i t u n j u k u n t u k menja lankan fungsi penerimaan, penyimpanan, 
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana 
Kapitasi 

9. Sisa lebih Perhitungan Anggaran T a h u n Sebelumnya yang selanjutnya 
disebut SILPA adalEih selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

10. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya dis ingkat 
SP2DK adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan 
mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang t idak mela lui rekening kas 
u m u m daerah. 

11. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya dis ingkat SP2B 
adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh PA u n t u k penerbitan surat 
pengesahan belanja pada DPA SKPD. 



12. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya dis ingkat SPB adalah 
dokumen yang d igunakan sebagai dasar pengesahan yang d i t e rb i tkan oleh 
BUD berdasarkan SP2B. 

13. Aparat Pengawas Interna l Pemerintah Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
APIP adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan. 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAPITASI 
J K N 

Dalam ha l penyusunan Laporan Keuangan, Dana Kapitasi JKN Pada FKTP 
merupakan bagian dar i Laporan Keuangan Ent i tas Akuntans i Dinas 
Kesehatan, sehingga penerapan Kebi jakan Akuntans i , Sistem Akuntans i serta 
Bagan A k u n Standar sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 
1. Pengakuan Pendapatan Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional (JKN): 

Pengakuan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada A k u n : Pendapatan 
Daerah, Kelompok : Pendapatan Asl i Daerah (PAD), Jenis : La in- la in PAD 
yang Sah, Obyek : Pendapatan Dana Kapitasi Jam inan Kesehatan Nasional 
(JKN) pada Fasil itas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Rincian Obyek : 
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Sub Rincian Obyek : 
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. 
a. BPJS Kesehatan meng i r im not i f ikas i secara e lektronik yang dapat 

dicetak atas penyaluran Dana Kapitasi JKN ke rekening Bendahara Dana 
Kapitasi JKN ke FKTP dan PPKD selaku BUD. 

b. Bendahara Dana Kapitasi JKN melaporkan penerimaan pembayaran 
Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada kepala FKTP. 

c. Kepala FKTP melaporkan penya luran Dana Kapitasi JKN yang di ter ima 
dar i BPJS Kesehatan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan. 

d. Kepala SKPD Dinas Kesehatan melaporkan penyaluran Dana Kapitasi 
JKN kepada PPKD selaku BUD. 

e. PPKD me lakukan veri f ikasi not i f ikasi dan laporan penyaluran dana 
kapita l isasi JKN dar i kepala SKPD Dinas Kesehatan serta menerb i tkan 
SP2DK sebagaimana format ter lampir . 

f. PPKD mengakui pendapatan dana kapi tas i JKN berdasarkan SP2DK; 
g. Berdasarkan dokumen SP2DK, PPKD selaku BUD membuat b u k t i 

memoria l (format terlampir) u n t u k me lakukan pencatatan (penjurnalan) 
pengakuan realisasi pendapatan da lam Laporan keuangan SKPKD. 

2. Pengakuan Belanja Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional (JKN) Pada 
Fasilitas Kesehatan T ingkat Pertama (FKTP): 
a. Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan 

dan belanja Dana Kapitasi JKN dan menyampaikan kepada kepala FKTP 
setiap bu l an pal ing lambat tanggal 5 (lima) bu l an ber ikutnya . 

b. Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan 
dan belanja Dana Kapitasi JKN (format terlampir) setiap t r iwu lan 
berdasarkan laporan realisasi po in 1 dan menyampaikannya kepada 
kepala FKTP. 

c. Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja 
Dana Kapitasi JKN setiap t r iwu l an kepada kepala SKPD Dinas 
Kesehatan pal ing lambat tanggal 10 (sepuluh) bu l an ber ikutnya mela lu i 
Bendaharan Pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan yang d i lampir i : 
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab M u t l a k kepala FKTP (format 

ter lampir ) ; dan 
2) Rekapitulasi Pembelian Barang M i l i k Daerah setiap t r iwu l an (format 

ter lampir ) . 



d. Bendahara pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan membuat Rekapitulasi 
Laporan Pendapatan Dan Belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dan 
menyampaikan kepada PA mela lu i PPK SKPD setiap t r iwu lan . 

e. PPK SKPD me lakukan veri f ikasi terhadap Rekapitulasi Laporan 
Pendapatan Dan Belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP u n t u k menguji : 
1) Perhitungan Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dana 

Kapitasi JKN setiap t r i w u l a n ; 
2) Kesesuaian belanja Dana Kapitasi JKN dengan RKA-FKTP Dana 

Kapitasi JKN, RKA-SKPD, DPA SKPD, dan informasi pendapatan 
Dana Kapitasi JKN berupa not i f ikasi dar i BPJS Kesehatan; dan 

3) Surat Pemyataan Tanggung Jawab M u t l a k Dana Kapitasi JKN oleh 
kepala FKTP. 

f. Dalam ha l hasi l verif ikasi t idak terpenuhi , PPK-SKPD mela lu i Bendahara 
Pengeluaran SKPD mengembal ikan laporan Rekapitulasi Realisasi 
Pendapatan Dan Belanja Dana Kapitasi JKN setiap t r iwu lan kepada 
kepala FKTP u n t u k d iperba ik i dan/atau di lengkapi pal ing lama 1 (satu) 
ha r i setelah d i ter imanya has i l veri f ikasi. 

g. Perbaikan atas has i l veri f ikasi oleh kepala FKTP mela lui Bendahara 
Pengeluaran SKPD pal ing lama 2 (dua) ha r i setelah mener ima 
pengembalian has i l veri f ikasi. 

h . Dalam ha l hasi l verif ikasi te lah sesuai, PPK-SKPD menyiapkan 
rancangan SP2B sebagaimana format ter lampir . 

i . SP2B d i t e rb i tkan oleh PA pal ing lama 2 (dua) ha r i t e rh i tung setelah 
laporan rekapi tu las i realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi 
JKN setiap t r iwu l an terpenuhi dan d ia jukan kepada BUD u n t u k 
penerbitan SPB. 

j . BUD menel i t i kelengkapan dokumen SP2B yang d ia jukan oleh PA 
dengan lampi ran dokumen: 
1) Laporan Rekapitulasi Pendapatan Dan Belanja Dana Kapitasi JKN 

setiap t r iwu l an u n t u k setiap FKTP beserta rekap se luruh FKTP; dan 
2) Surat Pemyataan Tanggung Jawab M u t l a k Dana Kapitasi JKN oleh 

setiap kepala FKTP. 
k. BUD menerb i tkan SPB sebagaimana format ter lampir setelah dokumen 

terpenuhi pal ing lama 2 (dua) ha r i setelah mener ima dokumen secara 
lengkap. 

1. Dalam ha l dokumen t idak lengkap, BUD menolak menerb i tkan SPB 
pal ing lama 1 (satu) ha r i setelah mener ima dokumen SP2B dar i PA. 

m.PPK SKPD menerb i tkan b u k t i memor ia l (format terlampir) berdasarkan 
dokumen SPB u n t u k me lakukan pencatatan (penjumalan) atas 
t ransaks i belanja da lam LRA, beban dalam LO dan Aset dalam Neraca. 

Pengakuan Sisa Dana Kapitasi Jam inan Kesehatan Nasional (JKN) Pada 
Fasilitas Kesehatan T ingkat Pertama (FKTP): 
a. Sisa Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang t idak d igunakan se luruhnya 

pada akh i r t a h u n anggaran, d i laporkan kepada PPKD selaku BUD 
mela lu i SKPD Dinas Kesehatan dan tetap d i rekening Bendahara Dana 
Kapitasi JKN. 

b. Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana d imaksud d i aku i dan 
menjadi bagian SiLPA pener imaan pembiayaan pada APBD setelah sisa 
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direv iu oleh Inspektorat pal ing lambat 
minggu kedua bu lan J a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya . 

c. Reviu oleh Inpektorat d i laksanakan u n t u k memvalidasi perh i tungan 
besaran sisa Dana Kapitasi JKN dengan d iu ra i kan berdasarkan sumber: 
1) pe lampauan pendapatan Dana Kapitasi JKN karena adanya 

perubahan peserta FKTP setelah rekonsi l ias i dan sampai akh i r t a h u n 
be lum d igunakan; 

2) penghematan belanja; 



3) kewaj iban kepada p ihak ketiga a tau p ihak la in sampai dengan akh i r 
t a h u n be lum terselesaikan; dan 

4) sisa Dana Kapitasi JKN ak ibat t idak tercapainya capaian kinerja. 
d. Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh Inspektorat 

tersebut d i laporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan 
pal ing lambat minggu keempat bu l an J a n u a r i t a h u n anggaran 
ber ikutnya . 

REKONSIL IAS I PENERIMAAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN 
K E S E H A T A N NASIONAL 

1. Da lam rangka t ransparans i dan akuntab i l i tas Pengelolaan Dana Kapitasi 
JKN, Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK SKPD, BUD dan Bendahara 
Pengeluaran SKPD me lakukan rekonsi l iasi atas realisasi pendapatan dan 
belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester dan d i l akukan pal ing sedikit 
d i laksanakan 2 (dua) ka l i da lam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

2. Rekonsil iasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN 
d i l akukan secara 2 (dua) tahap. Tahap pertama d i l akukan oleh Bendahara 
Dana Kapitasi JKN, PPK SKPD, dan Bendahara Pengeluaran SKPD serta 
d i tuangkan dalam berita acara. Tahap kedua d i l akukan oleh PPK SKPD, 
Bendahara Pengeluaran SKPD dan BUD serta d i tuangkan dalam berita 
acara rekonsi l iasi sebagaimana format ter lampir 

3. Dalam ha l rekonsi l iasi terjadi perbedaan nomina l j u m l a h Dana Kapitasi 
JKN antara Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK Un i t SKPD, PPK SKPD, 
BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, d i l akukan penyesuaian laporan 
pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Berdasarkan rekonsi l iasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana 
Kapitasi JKN setiap semester Kepala PPKD selaku BUD dan kepala SKPD 
Dinas Kesehatan me lakukan rekonsi l iasi data pembayaran Dana Kapitasi 
JKN kepada FKTP bersama BPJS Kesehatan pal ing lambat 7 (tujuh) har i 
setelah rekonsi l iasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi 
JKN setiap semester. 

5. Rekonsil iasi data pembayaran Dana Kapitasi JKN d i l akukan u n t u k 
memvalidasi : 
a. Data j u m l a h peserta yang terdaftar d i FKTP; dan 
b. Kebutuhan pembayaran Dana Kapitasi JKN. 

6. Memvalidasi data j u m l a h peserta yang terdaftar d i FKTP sebagaimana 
d imaksud pada ayat (4) h u r u f a, d i l akukan berdasarkan data peserta yang 
mendaftar a tau d idaf tarkan pada BPJS Kesehatan yang telah memi l ik i 
nomor ident i tas peserta sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-
undangan. 

7. Dalam ha l terdapat perubahan data berdasarkan hasi l val idasi data j u m l a h 
peserta d i l akukan penyesuaian data pada bu lan ber ikutnya setelah 
rekonsi l iasi d i laksanakan. 

8. Memvalidasi k e b u t u h a n pembayaran sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 
h u r u f b, d i l akukan berdasarkan data realisasi pembayaran Dana Kapitasi 
JKN oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN. 

9. Dalam ha l terdapat selisih k u r a n g a tau lebih pembayaran berdasarkan 
hasi l val idasi d iperh i tungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada 
bu l an ber ikutnya setelah rekonsi l iasi d i laksanakan. 

10. Hasi l rekonsi l iasi d imua t da lam beri ta acara rekonsi l iasi yang 
d i tandatangani oleh kepala PPKD selaku BUD, kepala SKPD Dinas 
Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai format ter lampir . 



11 . Da lam ha l has i l rekonsi l iasi tidak sesuai dengan rencana pendapatan Dana 
Kapitasi JKN setiap t a h u n n y a berdasarkan alokasi penyaluran Dana 
Kapitasi JKN t a h u n anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah me lakukan 
penyesuaian penganggaran pada APBD. 

D. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA KAPITASI (SP2DK) 
SURAT PENGESAHAN 
PENDAPATAN DANA KAPITASI 
(SP2DK) 

Nama BUD : 1) 
Tanggal : 2) 

Kode Rekening : 4.1.04.18.01.0001 Nomor 
T a h u n Anggaran : 

....3) 
,...4) 

Telah d isahkan pendapatan Dana Kapitasi JKN se jumlah : Rp 
( da lam h u r u f 6) 

...5) 

Pacitan, tanggal - -...7) ^ 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

..8) 
NIP 

Tata cara pengisian Format SP2DK : 
1. Di is i dengan nama BUD / Kuasa BUD; 
2. Di is i tanggal penerbi tan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi 

(SP2DK); 
3. Di is i dengan nomor penerbitan SP2DK; 
4. Di is i dengan t a h u n anggaran penerbitan SP2DK; 
5. Di is i dengan j u m l a h penerimaan pendapatan Dana Kapitasi JKN; 
6. Di is i dengan j u m l a h penerimaan pendapatan Dana Kapitasi JKN dalam huru f ; 
7. Di is i dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2DK; 
8. Di is i dengan nama BUD/Kuasa BUD dan NIP BUD/Kuasa BUD yang 

bersangkutan. 



E . FORMAT BUKTI MEMORIAL PENERIMAAN DANA KAPITASI J K N 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

Nama OPD S K P K D 
Ja lan Nomor Telp. (0357) 

P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / /202.. 

Dalam rangka pengakuan realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagaimana amanat 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Rl Nomor 24 T a h u n 2020 tentang Pengelolaan 
Dana Kapitasi JKN Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan Surat Pengesahan 
Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK) ter lampir , pada tanggal d i l akukan entr i 
j u m a l sebagai be r iku t : 

Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit 

3.1.02.05.01.0001 
4.1.04.18.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

3.1.02.05.01.0001 
4.1.04.18.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

3.1.02.05.01.0001 
4.1.04.18.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

1.1.13.01.01.0001 
7.1.04.18.01.0001 

RK SKPD 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP-LO 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LO di SKPKD) 

1.1.13.01.01.0001 
7.1.04.18.01.0001 

RK SKPD 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP-LO 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LO di SKPKD) 

1.1.13.01.01.0001 
7.1.04.18.01.0001 

RK SKPD 
Pendapatan Dana Kapitasi 
JKN pada FKTP-LO 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LO di SKPKD) 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPKD 

NIP. 



F . FORMAT LAPORAN R E A L I S A S I PENDAPATAN DAN BELANJA DANA 
KAPITASI J K N 

KOP 
FAS IL ITAS K E S E H A T A N T INGKAT PERTAMA 

Kepada Y th . PPK SKPD 

Bersama i n i k a m i laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN u n t u k 
t r i w u l a n 1) t a h u n 2) sebagai b e r i k u t : 

No. Ura ian 
J u m l a h 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi s/d 
t r i w u l a n 

sebelumnya 
(Rp) 

Realisasi 
t r i w u l a n i n i 

(Rp) 

J u m l a h 
Realisasi 

s/d t r iwu lan 
i n i (Rp) 

Selisih/ 
Kurang 

(Rp) 

Penerimaan *) 
J u m l a h 

Pengeluaran: 
a. Belanja 

Pegawai 
* * j 

b. Belanja 
Barjas 

**| 

c. Belanja 
Modal 

J u m l a h 

Laporan realisasi yang d isampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan 
yang d i te tapkan dengan pera turan perundang-undangan dan telah d idukung 
oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ke tentuan yang ber laku dan 
bertanggungjawab atas kebenarannya. 

Demik ian laporan realisasi i n i d ibua t u n t u k d i gunakan sebagaimana mestinya. 

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala FKTP 4) 

NIP. 

Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dana 
Kapitasi JKN Setiap Tr iwu lan : 
1. Di is i dengan t r i w u l a n berkenaan 
2. Di is i dengan t a h u n anggaran berkenaan; 
3. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a h u n ; 
4. Di is i dengan nama FKTP. 
*) di is i berdasarkan alokasi Dana Kapitasi dan Sisa Dana Kapitasi yang ada d i 

rekening bendahara Kapitasi JKN yang menjadi SiLPA; 
**) d i is i berdasarkan alokasi belanja yang t e r can tum da lam RKA-FKTP Dana 

Kapitasi . 



G. FORMAT R E K A P LAPORAN R E A L I S A S I PENDAPATAN DAN BELANJA DANA 
KAPITASI J K N , 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
DINAS K E S E H A T A N 

Ja lan Nomor Telp. (0357)881548 
P A C I T A N 

Kepada Y th . PPKD selaku BUD 

Bersama i n i k a m i laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN u n t u k 
t r iwu l an 1) t a h u n 2) sebagai b e r i k u t : 

No. Ura ian 
J u m l a h 

Anggaran 
(Rp) 

Realisasi s/d 
t r i w u l a n 

sebelumnya 
(Rp) 

Realisasi 
t r i w u l a n i n i 

(Rp) 

1 
J u m l a h o 1- / . ! Selisih/ Realisasi ; „ 

s/d t r iwu l an ,„ . ^ 
in i (Rp) 1 (^P) 

Penerimaan *) 
J u m l a h 

Pengeluaran: 
d. Belanja 

Pegawai 
e. Belanja 

Barjas 
**) 

f. Belanja 
Modal 

J u m l a h 
i 

Laporan realisasi yang d isampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan 
yang d i te tapkan dengan pera turan perundang-undangan dan telah d idukung 
oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ke tentuan yang ber laku dan 
bertanggungjawab atas kebenarannya. 

Demik ian laporan realisasi i n i d ibua t u n t u k d igunakan sebagaimana mestinya. 

Pacitan, tanggal 3) 
Kepala Dinas 4) 

NIP. 

Tata cara pengisian Format Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Dana 
Kapitasi JKN Setiap Tr iwu lan : 
1. Di is i dengan t r i w u l a n berkenaan 
2. Di is i dengan t a h u n anggaran berkenaan; 
3. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a h u n ; 
4. Di is i dengan nama kepala dinas. 
*) d i is i berdasarkan alokasi Dana Kapitasi dan Sisa Dana Kapitasi yang ada d i 

rekening bendahara Kapitasi JKN yang menjadi SiLPA; 
**) d i is i berdasarkan alokasi belanja yang t e r cantum dalam RKA-FKTP Dana 

Kapitasi . 



H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
(SPTJM) 

KOP 
FAS IL ITAS K E S E H A T A N T INGKAT PERTAMA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor : 1) 

1. Nama FKTP 2) 
2. Nomor / tanggal DPA-SKPD 3) 
3. Sub Kegiatan Dana Kapitasi 4) 
Saya yang bertanda tangan d ibawah i n i menyatakan bal iwa bertanggungjawab 
secara formal dan mater ia l atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran 
Dana Kapitasi serta kebenaran perh i tungan dan setoran pajak yang telah 
d ipungut atas penggunaan Dana Kapitasi pada t r i w u l a n 5) t a h u n anggaran 

6) dengan r inc ian sebagai be r ikut : 

A. Saldo Awal Dana Kapitasi 7) Rp 
B. Penerimaan Dana Kapitasi 8) 

1. Tahap I Rp 
2. Tahap I I Rp 
3. Tahap I I I Rp 

J u m l a h Penerimaan Rq_ 
C. Pengeluaran Dana Kapitasi 

1. Jenis Belanja Pegawai Rp 
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp 
3. Jenis Belanja Modal Rp 

J u m l a h R£ 
D. Sisa Dana Kapitasi (A+B-C) Rp. 

Terdir i atas: 
1. Sisa Kas Tuna i Rp 
2. Sisa d i Bank Rp 

B u k t i - b u k t i atas belanja tersebut pada h u r u f C d i s impan pada FKTP ...9) u n t u k 
kelengkapan adminis t ras i dan keper luan pemeriksaan sesuai peraturan 
perundang-undangan. Apabi la b u k t i - b u k t i tersebut t idak benar yang 
mengakibatkan kerug ian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas 
kerugian daerah d imaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

Demik ian surat pemyataan i n i d ibua t dengan sebenamya. 

Pacitan, Tanggal ........... 10) 
Kepala FKTP ...11) 

NIP. 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mut lak ; 
1. Di is i dengan nomor SPTJM FKTP ; 



2. Di is i nama FKTP; 
3. Di is i nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan 
4. Di is i kode sub kegiatan Dana Kapitasi ; 
5. Di is i dengan t r iwu l an berkenaan; 
6. Di is i dengan t a h u n anggaran berkenaan; 
7. Di is i dengan saldo awal Dana Kapitasi ; 
8. Di is i penerimaan Dana Kapitasi ; 
9. Di is i nama FKTP; 
10. Di is i tempat dan tanggal d i t e rb i tkannya SPTJM; dan 
11 . Di is i dengan Nama dan NIP Kepala FKTP. 



I . FORMAT REKAP ITULAS I PEMBELIAN BARANG MIL IK DAERAH DARI 
DANA KAPITASI J K N 

KOP 
FAS IL ITAS K E S E H A T A N T INGKAT PERTAMA 

REKAP ITULAS I PEMBELIAN BARANG MIL IK DAERAH DARI DANA 
KAPITASI J K N 

Nama FKTP : 1) 
Desa/Kelurahan : 2) 
Kecamatan : 2) 
Kabupaten/Kota : 3) 
Provinsi : 4) 

No. Nama Barang Milik 
Daerah J u m l a h Unit 

Harga 
Satuan 

(Rp) 

J u m l a h 
(Rp) 

1 2 3 4 5 

Mengetahui, Pacitan, Tanggal ..,...,...6) 
Kepala FKTP...5) Bendahara Dana Kapitasi JKN 

NIP NIP. 

Keterangan : 
Tata cara pengisian Format Pembelian Barang Mi l i k Daerah; 
1. Di is i dengan nama FKTP; 
2. Di is i dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan; 
3. Di is i dengan nama kabupaten/kota ; 
4. Di is i dengan nama provinsi ; 
5. Di is i dengan nama FKTP; 
6. Di is i dengan tanggal, bu l an dan t a h u n pembuatan Rekapitulasi Pembelian 

Barang Mi l i k Daerah Dar i Dana Kapitasi JKN; 



J . FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) 

DINAS K E S E H A T A N KABUPATEN PACITAN 
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) 

Tanggal : 1) Nomor 2) 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan memohon kepada : 
Bendahara U m u m Daerah selaku PPKD agar mengesahkan dan m e m h u k u k a n 
penerimaan dan belanja Kapitasi se jumlah : 
1. Saldo Awal Rp 3) 
2. Pendapatan Rp 4) 
3. Belanja Rp 5) 

a) Belanja Pegawai Rp 
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 
c) Belanja Modal Rp 

4. Saldo Akh i r Rp 6) 
U n t u k T r iwu lan 7) Tahun Anggaran 8) 
Dasar Pengesahan : Urusan Organisasi 
9) 
10) 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 
X X X X 11) 

PENERIMAAN BELANJA 

12) 
Kode Rekening 

14) 
J u m l a h 

15) 
J u m l a h ^ ^ 
Penerimaan ^ ' 

J u m l a h Belanja Rp 16) 

Pacitan, Tanggal seperti d i atas 
Kepala SKPD Dinas Kesehatan 

17) 
NIP 

Tata cara pengisian Format SP2B; 
1. Di is i tanggal SP2B; 
2. Di is i nomor SP2B; 
3. Di is i j u m l a h saldo akh i r pada SP2B Dinas Kesehatan bu lan sebelumnya. 

Khusus u n t u k saldo bu lan J a n u a r i T a h u n Anggaran sebelumnya; 
4. Di is i j u m l a h pendapatan yang d i ter ima dar i BPJS; 
5. Di is i j u m l a h belanja yang te lah dibayar dar i kas Dana Kapitasi JKN Dinas 

Kesehatan; 
6. Di is i j u m l a h saldo akh i r (saldo awal + pener imaan - belanja); 
7. Di is i periode t r i w u l a n berkenaan; 
8. Di is i t a h u n anggaran berkenaan; 
9. Di is i dasar penerbitan SP2B Dinas Kesehatan antara la in : Nomor Perda tentang 

APBD Perubahan, Nomor DPA - SKPD Dinas Kesehatan; 
10. Di is i dengan kode u rusan , organisasi dan ura ian nama Dinas Kesehatan; 
11. Di is i kode program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan; 
12. Di is i j u m l a h nomina l r u p i a h u n t u k kode rekening penerimaan; 



13. Di is i j u m l a h nomina l u n t u k kese luruhan pener imaan; 
14. Di is i kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, 

Belanja modal); 
15. Di is i j u m l a h nomina l r u p i a h u n t u k kode rekening belanja; 
16. Di is i j u m l a h nomina l r u p i a h u n t u k se luruh belanja; 
17. Di is i dengan Nama dan NIP Kepala Dinas Kesehatan; 



K. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) 

SURAT PENGES i 
(SPB) 
Dinas Kesehatan 

Nama BUD 
Tanggal 
Nomor 
T a h u n Anggaran 

\HAN BELANJA 

4) 
Nomor SP2B Dinas Kesehatan : 1) 
Tanggal : 2) 
Kode Organisasi : 3) 

SURAT PENGES i 
(SPB) 
Dinas Kesehatan 

Nama BUD 
Tanggal 
Nomor 
T a h u n Anggaran 

5) 
6) 
7) 

Telah d isahkan belanja se jumlah : 
Belanja : Rp 8) 
Belanja Pegawai Rp 9) 
Belanja Barang dan Jasa Rp 10) 
Belanja Modal Rn 11) 
Saldo Akh i r Rp 12) 

Pacitan, tanggal - - 13) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

14) 
NIP 

Tata cara pengisian Format SPB; 
1. Di is i nomor SP2B; 
2. Di is i tanggal SP2B; 
3. Di is i dengan kode organisasi yang bersangkutan; 
4. Di is i dengan nama BUD / Kuasa BUD; 
5. Di is i tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; 
6. Di is i dengan nomor penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; 
7. Di is i dengan t a h u n anggaran penerbitan SPB Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pacitan; 
8. Di is i dengan j u m l a h saldo awal yang t e r can tum da lam SPB Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan; 
9. Di is i dengan j u m l a h belanja pegawai yang t e r cantum dalam SPB Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pacitan; 
10. Di is i dengan j u m l a h belanja barang dan jasa yang t e rcantum dalam SPB Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pacitan; 
11. Di is i dengan j u m l a h belanja modal yang t e rcantum dalam SPB Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan; 
12. Di is i dengan j u m l a h saldo akh i r yang t e r cantum da lam SPB Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan; 
13. Di is i dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan 

Kabupaten Pacitan; 
14. Di is i dengan nama dan NIP BUD/Kuasa BUD Kabupaten Pacitan; 



L. FORMAT BUKTI MEMORIAL PENGAKUAN BELANJA/BEBAN 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DINAS K E S E H A T A N 
Ja lan Nomor Telp. (0357)881548 

P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / /202.. 

Dalam rangka pengakuan realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebagaimana amanat 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Rl Nomor 28 T a h u n 2021 tentang Pencatatan, 
Pengesahan Dana Kapitasi J a m i n a n Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan T ingkat Pertama Mi l i k Pemerintah Daerah, berdasarkan FC Surat 
Pengesahan Belanja (SPB) dan Rekapitulasi Pembelian Barang Mi l ik Daerah Dar i 
Dana Kapitasi ter lampir , pada tanggal d i l akukan entr i j u m a l sebagai ber ikut 

Kode Rekening 
5 
5 
5 

dst 
3.1.02.05.01.0001 

5 
5 
5 

dst 
3.1.02.05.01.0001 

8 
8 
8 

dst 
1.1.01.06.01.0001 

1 
1.1.01.06.01.0001 

Nama Rekening 
Belanja 
Belanja 
Belanja 
dst 
Est imasi Perubahan SAL 
(Pengakuan Belanja pada LRA 
di Dinas Kesehatan untuk 
kegiatan ...) 
Belanja 
Belanja 
Belanja 
dst 
Est imasi Pembahan SAL 
(Pengakuan Belanja pada LRA 
di Dinas Kesehatan untuk 
kegiatan ...) 
Beban 
Beban 
Beban 
dst 
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 
(Pengakuan Beban pada LO di 
Dinas Kesehatan) 
Aset 
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 
(Pengakuan Aset pada Neraca 
di Dinas Kesehatan) 

Debet Kredit 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD 

NIP. 



M. FORMAT B E R I T A ACARA REKONS IL IAS I YANG DITANDATANGANI O L E H 
K E P A L A PPKD S E L A K U BUD, K E P A L A SKPD DINAS K E S E H A T A N DAN 
B P J S K E S E H A T A N 

B E R I T A ACARA REKONS IL IAS I 
SALDO DANA KAPITASI TRIWULAN 1) 

TAHUN ANGGARAN 2) 

SKPD 
Kabupaten / Kota 
Provinsi 

Dinas Kesehatan 
Pacitan 
Jawa T i m u r 

Pada ha r i i n i tanggal bu l an t a h u n 3) telah d i laksanakan 
Rekonsil iasi atas saldo awal dan saldo akh i r Dana Kapitasi u n t u k t r iwu lan 1) 
t a h u n 2) dengan ura ian sebagai be r ikut : 
SALDO AWAL DANA KAPITASI TAHUN 2) CATATAN 
1. Saldo Rekening Bank Rp. 
2. Saldo Kas Tuna i Rp^ 

J u m l a h Saldo Dana Kapitasi Rp. 

MUTASI DANA KAPITASI TRIWULAN 1) TAHUN 2) 
A. Mutas i Penambahan Rp 

1. Alokasi Dana Kapitasi Rp 
2. Bunga Bank / Jasa Giro Rp 
3. Potongan dan Pungutan Pajak Rp 

J u m l a h Mutas i Penambahan Rp 
B. Mutas i Pengurangan 

1. Belanja Pegawai Rp 
2. Belanja Barang dan Jasa Rp 
3. Belanja Modal Rp 
4. Setoran Pajak Rp 

J u m l a h Mutas i Pengurangan Rp 
SALDO AKHIR DANA KAPITASI TRIWULAN 1) 
TAHUN 2) 
1. Saldo Rekening Bank (....) Rp 
2. Saldo Kas Tuna i (....) Rp 

J u m l a h Saldo Akh i r Rp 
Rincian masing-masing FKTP ter lampir yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i berita acara i n i 

PETUGAS REKON PARAF 
1. Kuasa BUD 
2. PPK SKPD 
3. Bendahara 

Pengeluaran Dinas 
Kesehatan 

1. 
2. 

3. 

MENYETUJUI PARAF 
1. Kepala SKPD 
2. BUD 

1. 
2. 

Tata cara pengisian Format Beri ta Acara Rekonsil iasi; 
1. Di is i dengan t r i w u l a n berkenaan; 
2. Di is i dengan t a h u n anggaran berkenaan; 
3. Di is i tanggal, bu l an dan t a h u n . 



N. LAMPIRAN B E R I T A ACARA R E K O N S I L I A S I 

No. Nama FKTP (1) 

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo A k h i r 

No. Nama FKTP (1) B a n k 
(2) 

T u n a i 
(3) 

A lokas i 
Dana 

Kapi tas i 
(4) 

Bunga 
Bank/ 
Jasa 
Giro 
(5) 

Potonga 
n dan 

Punguta 
n Pajak 

(6) 

Belanja 
Pegawa 

(7) 

Belanja 
Barang 

dan 
Jasa (8) 

Belanja 
Modal 

(9) 

Setoran 
Pajak 
(10) 

Bank 
(11) 

T u n a i 
(12) 

Tata Cara Pengisian : 
1. Di is i dengan n a m a FKTP; 
2. D i i s i dengan saldo awal d i hank ; 
3. D i i s i dengan saldo awal t u n a i ; 
4. D i i s i dengan alokasi Dana Kapi tas i JKN; 
5. D i i s i dengan bunga hank/ jasa giro; 
6. D i i s i dengan potongan dan p u n g u t a n pajak; 
7. D i i s i dengan belanja pegawai yang berasal dar i Dana Kapitas i JKN; 
8. D i i s i dengan belanja barang d a n j a sa yang berasal d a r i Dana Kapitasi J K N ; 
9. D i i s i dengan belanja modal yang berasal dar i Dana Kapitas i JKN ; 
10. D i i s i dengan setoran pajak; 
11. D i i s i dengan saldo akh i r yang ada d i Bank; 
12. D i i s i dengan saldo akh i r t u n a i . 

BUPATI PACITAN 

Sal inan sesuai 
Kepala 

as l inya 
u m . 

DENI eAHYANTQRQ, SH., M.Si 
Pembina 

i\TTr-> 1 0 0 1 1 0 1 / 1 o o o c o 1 1 o o 1 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN I I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA 
YANG T IDAK MELALUI R E K E N I N G K A S UMUM DAERAH. 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DANA DESA 

A. DEFIN IS I 
1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

BelanjaNegara yang d i p e r u n t u k k a n bagi Desa yang ditransfer mela lui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan d igunakan 
u n t u k mendanai penyelenggaraan pemer intahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama la in d i ban tu perangkat Desa 
sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u rusan 
pemer intahan dan kepent ingan masyarakat setempat 
da lam sistem pemer intahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

4. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kese luruhan kegiatan 
yang me l iput i perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. 

5. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa yang selanjutnya dis ingkat 
SP2DD adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan 
mengesahkan pendapatan dana desa sebagai dasar pencatatan realisasi 
pendapatan dana desa yang t idak mela lu i rekening kas u m u m daerah. 

6. Surat Pengesahan Belanja Dana Desa yang selanjutnya disebut SPBDD 
adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh BUD u n t u k mencatat dan 
mengesahkan belanja dana desa yang t idak mela lu i rekening kas u m u m 
daerah. 

B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA 

Tata cara pencatatan dan pengesahan adalah sebagai ber ikut : 
1. KPPN menyampaikan sal inan SP2D kepada B u p a t i dan Kepala Desa. 
2. Berdasarkan sal inan SP2D sebagaimana h u r u f a, Kepala Desa 

menginformasikan pener imaan penyaluran Dana Desa d i Rekening Kas 
Desa (RKD) kepada KPPN dan B u p a t i me la lu i PPKD. 

3. PPKD selaku Bendahara U m u m Daerah (BUD) menerb i tkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) (format terlampir) sebagai 
dasar pencatatan realisasi pendapatan dana desa berdasarkan SP2D. 

4. PPKD selaku BUD menerb i tkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa 
(SPBDD) (format terlampir) sebagai dasar pencatatan realisasi Belanja 
Ban tuan Keuangan Daerah Provinsi a tau Kabupaten/Kota kepada Desa 
berdasarkan SP2DD. 



C. F O R M A T S U R A T P E N G E S A H A N P E N D A P A T A N D A N A D E S A 
( S P 2 D D ) 

^ ^ ^ ^ S U R A T P E N G E S A H A N PENDAPATAN 
n A N A D E S A ^ S P 2 D D I 
Nama BUD (1) 
Tanggal (2) 
Nomor (3) 
T a h u n Anggaran (4) 

Kode Rekening : 4.2.01.05.01.0001 

Te lah d i s a h k a n pendapa tan d a n a desa s e jum lah Rp (5) 
( d a l am h u r u f (6) 

P a c i t a n , tanggal (7) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

(8) 
NIP 

K e t e r a n g a n : 
T a t a c a r a p e n g i s i a n f o r m a t S u r a t P e n g e s a h a n P e n d a p a t a n D a n a 
D e s a (SP2DD) : 
(1) D i i s i d e n g a n n a m a B U D / k u a s a B U D ; 
(2) D i i s i t a n g g a l p e n e r b i t a n S P 2 D D 
(3) D i i s i d e n g a n n o m o r p e n e r b i t a n S P 2 D D ; 
(4) D i i s i d e n g a n t a b u n a n g g a r a n p e n e r b i t a n S P 2 D D ; 
(5) D i i s i d e n g a n j u m l a b p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n d a n a desa ; 
(6) D i i s i d e n g a n j u m l a b p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n d a n a d e sa d a l a m 

b u r u f ; 
(7) D i i s i d e n g a n t a n g g a l , b u l a n d a n t a b u n p e n e r b i t a n S P 2 D D ; 
(8) D i i s i d e n g a n n a m a d a n N IP B U D / k u a s a B U D . 



D. F O R M A T L A M P I R A N S U R A T P E N G E S A H A N P E N D A P A T A N D A N A 
D E S A ( S P 2 D D ) 

Nomor SP2DD : 
Tanggal SP2DD : 

NO NAMA D E S A P E N E R I M A A N DANA D E S A 
(Rp) 

1 2 3 

J u m l a h 

K e t e r a n g a n : 
T a t a c a r a p e n g i s i a n f o r m a t l a m p i r a n S P 2 D D : 
K o l o m 1, d i i s i d e n g a n n o m o r u r u t ; 
K o l o m 2 , d i i s i d e n g a n n a m a D e s a ; d a n 
K o l o m 3 , d i i s i d e n g a n j u m l a h r u p i a h t o t a l p e n e r i m a a n D a n a D e s a 



E . F O R M A T B U K T I M E M O R I A L P E N D A P A T A N D A N A D E S A 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

Nama PD SKPKD 
Ja lan Nomor Telp. (0357) 

P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / /202.. 

Dalam rangka pengakuan realisasi Pendapatan Dana Desa pada Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana amanat Surat Edaran Menter i Dalam 
Negeri omor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa, berdasarkan Surat 
Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) ter lampir , pada tanggal ... 
d i l akukan ent r i j u m a l sebagai b e r i k u t : 

Kode Rekening Nama Rekening Debet Kredit 

3.1.02.05.01.0001 
4.2.01.05.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Dana Desa 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

3.1.02.05.01.0001 
4.2.01.05.01.0001 

Est imasi Perubahan SAL 
Dana Desa 
(Pengakuan Pendapatan pada 
LRA di SKPKD) 

i 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPKD 

NIP. 



F . S U R A T P E N G E S A H A N B E L A N J A D A N A D E S A ( S P B D D ) 

Kode Rekening 5.4.02.05.02.0001 

S U R A T P E N G E S A H A N B E L A N J A 
DANA D E S A (SB2DD 

Nama BUD (1) 
Tanggal (2) 
Nomor (3) 
T a h u n Anggaran (4) 

Te lah d i s a h k a n be lanja dana desa s e jum lah Rp (5) 
( da l am h u r u f (6) 

P a c i t a n , tanggal (7) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

(8) 
NIP 

K e t e r a n g a n : 
T a t a c a r a p e n g i s i a n f o r m a t S u r a t P e n g e s a h a n P e n d a p a t a n D a n a D e s a 
(SP2DD) : 
(1) D i i s i d e n g a n n a m a B U D / k u a s a B U D ; 
(2) D i i s i t a n g g a l p e n e r b i t a n S P 2 D D 
(3) D i i s i d e n g a n n o m o r p e n e r b i t a n S P 2 D D ; 
(4) D i i s i d e n g a n t a h u n a n g g a r a n p e n e r b i t a n S P 2 D D ; 
(5) D i i s i d e n g a n j u m l a h b e l a n j a D a n a Desa ; 
(6) D i i s i d e n g a n j u m l a h b e l a n j a D a n a D e s a d a l a m h u r u f ; 
(7) D i i s i d e n g a n t a n g g a l , b u l a n d a n t a h u n p e n e r b i t a n S P B D D ; 
(8) D i i s i d e n g a n n a m a d a n N IP B U D / k u a s a B U D . 



G . F O R M A T L A M P I R A N S U R A T P E N G E S A H A N B E L A N J A D A N A 
D E S A ( S P B D D ) 

Nomor SPBDD : 
Tanggal SPBDD : 

NO NAMA D E S A B E L A N J A DANA D E S A 
(Rp) 

J u m l a h 

K e t e r a n g a n : 
T a t a c a r a p e n g i s i a n f o r m a t l a m p i r a n S P 2 D D : 
K o l o m 1, d i i s i d e n g a n n o m o r u r u t ; 
K o l o m 2 , d i i s i d e n g a n D e s a ; d a n 
K o l o m 3 , d i i s i d e n g a n j u m l a h r u p i a h t o t a l b e l a n j a D a n a Desa . 



H . F O R M A T B U K T I M E M O R I A L P E N D A P A T A N D A N A D E S A 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

Nama PD SKPKD 
Ja lan Nomor Telp. (0357) 

P A C I T A N 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / / 

Da lam rangka pengakuan realisasi Belanja Dana Desa pada Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) sebagaimana amanat Surat Edaran Menter i Dalam Negeri Nomor 
910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa, berdasarkan Surat 
Pengesahan Belanja Dana Desa (SPDD) ter lampir , pada tanggal d i l akukan 
ent r i j u m a l sebagai be r ikut : 

Kode Rekening Nama Rekening Debet 

5.4.02.05.02.0001 

3.1.02.05.01.0001 

Belanja B a n t u a n 
Keuangan Khusus 
Daerah Provinsi a tau 
Kabupaten / Kota kepada 
Desa 
Est imasi Perubahan SAL 
(Pengakuan Belanja 
Bantuan Keuangan pada 
LRA di SKPKD) 

Kredit 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD 

NIP. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai dengan asl inya 
Kepala,0^gian]^hIkum, 

DENI CAHYANTORQ, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 168 TAHUN 2021 
TENTANG MEKANISME PENCATATAN PENGESAHAN DAN PELAPORAN DANA 
YANG T IDAK MELALUI R E K E N I N G K A S UMUM DAERAH. 

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BADAN LAYANAN UMUM D A E R A H (BLUD) 

A. DEF IN IS I 
1. Badan Layanan U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat BLUD adalah 

sistem yang d i terapkan oleh SKPD atau U n i t SKPD pada SKPD dalam 
member ikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunya i fleksibilitas 
da lam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dar i ke tentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

2. Pendapatan BLUD adalah h a k BLUD yang d i aku i sebagai penambah 
ekuitas dan/atau semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah 
Saldo Anggaran Lebih da lam periode t a h u n anggaran yang bersangkutan 
yang menjadi hak BLUD dan t idak per lu dibayar kembal i . 

3. Belanja BLUD adalah kewaj iban BLUD yang d i a k u i sebagai pengurang 
n i l a i kekayaan besih dan/atau semua pengeluaran dar i rekening BLUD 
yang mengurangi Saldo Anggran Lebih da lam periode t a h u n anggaran yang 
bersangkutan yang t idak akan diperoleh pembayarannnya kembal i oleh 
BLUD. 

4. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kiner ja operasional BLUD yang te rd i r i atas Pemimpin, Pejabat 
Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenk la tur yang ber laku pada BLUD yang bersangkutan. 

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada 
Un i t SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem 
BLUD, 

6. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai negeri s ipi l yang d i t u n j u k 
u n t u k menja lankan fungsi penerimaan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan se luruh pener imaan BLUD. 

7. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai negeri s ipi l yang d i t u n j u k 
u n t u k menja lankan fungsi pengajuan pencairan dana, meny impan uang 
dan membayarkan t ransaks i pengeluaran, pemungutan dan penyetoran 
pajak, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran 
BLUD. 

8. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan BLUD 
yang selanjutnya disebut SP3BP BLUD adalah surat permintaan yang 
d i t e rb i tkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bendahara U m u m Daerah 
(BUD)/Kuasa Bendahara U m u m Daerah u n t u k mengesahkan pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan. 

9. Surat Pemyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disebut SPTJ adalah 
pemyataan tanggung jawab yang d ibua t oleh Pemimpin BLUD atas 
pendapatan dan/atau belanja BLUD yang d igunakan. 

10. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang 
selanjutnya disebut SP2BP BLUD adalah sura t yang d i te rb i tkan oleh 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa U m u m Bendahara U m u m Daerah u n t u k 
mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD berdasarkan SP3BP 
BLUD. 



B. MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BLUD 

Dalam ha l penyusunan Laporan Keuangan, BLUD merupakan bagian dar i 
Laporan Keuangan Ent i tas Akun tans i pada SKPD atau Un i t SKPD yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD, sehingga 
penerapan Kebijakan Akuntans i , Sistem Akuntans i serta Bagan A k u n 
Standar sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku. 
1. Pengakuan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan U m u m Daerah 

(BLUD). 
Pengakuan Pendapatan Dana BLUD pada A k u n : Pendapatan Daerah, 
Kelompok : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jenis : La in- la in PAD yang Sah, 
Obyek : Pendapatan BLUD, Rincian Obyek : Pendapatan BLUD, Sub 
Rincian Obyek : Pendapatan BLUD. 
a. Pemimpin BLUD menyampaikan SP3BP BLUD (format terlampir) kepada 

BUD setiap bu lan pal ing lambat tanggal 5 (lima) bu l an ber ikutnya 
d i l ampi r i dengan: 
1) Surat Pemyataan Tanggung Jawab (format ter lampir ) ; 
2) Laporan Pertanggungjawab Fungsional BLUD; 
3) Laporan Realisasi Anggaran BLUD; dan 
4) B u k t i Memoria l ( format ter lampir ) . 

b. BUD me lakukan veri f ikasi dokumen SP3BP dan lampirannya. 
c. BUD menerb i tkan SP2BP sebagai pengesahan terhadap pendapatan 

yang d i ter ima dan/atau belanja yang d igunakan BLUD (format terlampir) 
berdasarkan SP3BP BLUD yang d inya takan lengkap dan Sah. 

d. PPK u n i t SKPD menerb i tkan b u k t i memor ia l (format terlampir) dan 
me lakukan pencatatan (penjumalan) atas t ransaks i pendapatan dan 
belanja da lam LRA, beban da lam LO, dan Aset da lam neraca. 

2. Pengakuan Sisa Perhi tungan Anggaran T a h u n Sebelumnya (SiLPA) Dana 
BLUD. 
a. Sisa Dana BLUD pada akh i r t a h u n anggaran d i laporkan kepada PPKD 

selaku BUD mela lu i SKPD a tau U n i t SKPD yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD pada rekening BLUD. 

b. Sisa Pengelolaan Dana BLUD sebagaimana d imaksud pada poin a d i 
atas d i a k u i sebagai SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD setelah 
pelaporan keuangan SKPD atau U n i t SKPD yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan dengan sistem BLUD direviu oleh aparat 
pengawas i n t e m a l pemer intah (Inspektorat) sesuai dengan ketentuan 
pera turan perundang-undangan. 



C. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA 
DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) 

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A C I T A N 
(1) 

S U R A T P E R M I N T A A N P E N G E S A H A N P E N D A P A T A N , 
B E L A N J A D A N P E M B I A Y A A N B A D A N L A Y A N A N U M U M 

D A E R A H 
Tanggal : (2) Nomor ....(3) 

Kepa l a SKPD ,, (4) m e m o h o n k e p a d a : 
B e n d a h a r a U m u m D a e r a h s e l a k u P P K D a g a r m e n g e s a h k a n d a n 
m e m h u k u k a n p e n d a p a t a n , b e l a n j a d a n p e m b i a y a a n s e j u m l a h : 
1. Saldo Awal Rp 5) 
2. Pendapatan Rp 6) 
3. Belanja Rp 7) 
4. Saldo Akh i r Rp 8) 

U n t u k B u l a n 9) T a h u n A n g g a r a n 
10) 

D a s a r P e n g e s a h a n : U r u s a n O r g a n i s a s i N a m a 
B L U D 

11) 12) 

P r o g r a m , K e g i a t a n 

CX X X 1. 3) 3) 

P e n d a p a t a n B e l a n j a 

Kode R e k e n i n g J u m l a h Kode R e k e n i n g J u m l a h 

14 ) Rp 15) 16) 
Rp 

I 

J u m l a h P e n d a p a t a n Rp 18) J u m l a h B e l a n j a 
Rp 

1 
9) 

P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n 

Kode R e k e n i n g J u m l a h Kode R e k e n i n g J u m l a h 

2 0 ) Rp 21) 22 ) Rp 

23) 

Rp 

23) 
J u m l a h P e n e r i m a a n 
P e m b i a y a a n 

Rp 24) J u m l a h Rp 
P e n g e l u a r a n 
P e m b i a y a a n 25) 

Pacitan, 26) 
Kepala SKPD 

NIP. 
27) 



P e t u n j u k P e n g i s i a n S u r a t P e r m i n t a a n P e n g e s a h a n P e n d a p a t a n , 
B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n (SP3BP) B L U D : 
1) D i i s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
2) D i i s i t a n g g a l S P 3 B P B L U D ; 
3) D i i s i n o m o r S P 3 B P B L U D ; 
4) D i i s i S K P D K a b u p a t e n / K o t a ; 
5) D i i s i j u m l a h s a l d o a k h i r p a d a S P 2 B P B L U D b u l a n s e b e l u m n y a . 

K h u s u s u n t u k s a l d o b u l a n J a n u a r i T a h u n A n g g a r a n 2 0 X X d i i s i 
j u m l a h n i h i l d a l a m r a n g k a p e n g a j u a n S P 3 B P B L U D ; 

6) D i i s i j u m l a h p e n d a p a t a n y a n g t e l a h d i t e r i m a d a l a m k a s B L U D ; 
7) D i i s i j u m l a h b e l a n j a y a n g t e l a h d i b a y a r d a r i k a s B L U D ; 
8) D i i s i j u m l a h s a l d o a k h i r ( sa ldo a w a l + p e n d a p a t a n - b e l a n j a ) ; 
9) D i i s i p e r i o d e b u l a n b e r k e n a a n ; 
10) D i i s i T a h u n A n g g a r a n b e r k e n a a n ; 
11) D i i s i d a s a r p e n e r b i t a n S P 3 B P B L U D , a n t a r a l a i n : N o m o r P e r a t u r a n 

D a e r a h t e n t a n g A P B D / P e r u b a h a n A P B D , d a n N o m o r s e r t a t a n g g a l 
DPA- S K P D D i n a s t e r k a i t ; 

12) D i i s i d e n g a n k o d e u r u s a n , o r g a n i s a s i d a n u r a i a n n a m a u n i t 
p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h t e r k a i t ; 

13) D i i s i k o d e p r o g r a m d a n k e g i a t a n S K P D D i n a s t e r k a i t ; 
14) D i i s i k o d e r e k e n i n g p e n d a p a t a n ; 
15) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k k o d e r e k e n i n g p e n d a p a t a n ; 
16) D i i s i k o d e r e k e n i n g b e l a n j a ; 
17) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k k o d e r e k e n i n g b e l a n j a ; 
18) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e l u r u h k o d e r e k e n i n g 

p e n d a p a t a n ; 
19) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e l u r u h k o d e r e k e n i n g 

b e l a n j a ; 
20) D i i s i k o d e r e k e n i n g p e n e r i m a a n p e m b i a y a a n ; 
21) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k k o d e r e k e n i n g p e n e r i m a a n 

p e m b i a y a a n ; 
22) D i i s i k o d e r e k e n i n g p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n ; 
23) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k k o d e r e k e n i n g p e n g e l u a r a n 

p e m b i a y a a n ; 
24) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e l u r u h k o d e r e k e n i n g 

p e n e r i m a a n p e m b i a y a a n ; 
25) D i i s i j u m l a h n o m i n a l r u p i a h u n t u k s e l u r u h k o d e r e k e n i n g 

p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n ; 
26) D i i s i t a n g g a l , b u l a n , t a h u n ; d a n 
27) D i i s i n a m a d a n N I P k e p a l a S K P D t e r k a i t . 



D. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN (SP2BP) 

PEMERINTAH KABUPATEN 
PACITAN 

1) 

Nomor 
Tanggal 
Kode BLUD 
Nama BLUD 

.2) 
•3) 
•4) 
.5) 

S U R A T P E N G E S A H A N 
PENDAPATAN, B E L A N J A DAN 

PEMBIAYAAN B L U D 

Nama B U D / K u a s a B U D : 6) 
Tanggal 7) 
Nomor : 8) 
T a h u n Anggaran : 9) 

Te lah d i s a h k a n pendapa tan d a n be lanja s e jumlah : 

Saldo Awal 
Pendapatan 
Be lan ja 
Saldo Akh i r 

Rp 10) 
Rp 11) 
Rp 12) 
Rp 13) 

Te lah d i s a h k a n pemb iayaan se jumlah : 

Penerimaan Pembiayaan : Rp 14) 
Pengeluaran Pembiayaan : Rp 15) 

Pacitan, tanggal - - 16) 
Bendahara U m u m Daerah/Kuasa 

BUD 

17) 
NIP 

P e t u n j u k P e n g i s i a n S u r a t P e n g e s a h a n P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n 
P e m b i a y a a n ( S P 2 B P ) B L U D : 
1) D i i s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
2) D i i s i n o m o r S P 2 B P B L U D ; 
3) D i i s i t a n g g a l S P 2 B P B L U D ; 
4) D i i s i K o d e u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
5) D i i s i n a m a u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
6) D i i s i n a m a B U D / K u a s a B U D ; 
7) D i i s i t a n g g a l p e n e r b i t a n S P 2 B P B L U D ; 
8) D i i s i n o m o r p e n e r b i t a n S P 2 B P B L U D ; 
9) D i i s i t a h u n a n g g a r a n p e n e r b i t a n S P 2 B P B L U D ; 
10) D i i s i j u m l a h s a l d o a w a l y a n g t e r c a n t u m d a l a m S P 3 B P B L U D ; 



11) D i i s i j u m l a h p e n d a p a t a n y a n g t e r c a n t u m d a l a m S P 3 B P 
B L U D ; 

12) D i i s i j u m l a h b e l a n j a y a n g t e r c a n t u m d a l a m S u r a t S P 3 B P 
B L U D ; 

13) D i i s i j u m l a h s a l d o a k h i r y a n g t e r c a n t u m d a l a m S P 3 B P B L U D ; 
14) D i i s i j u m l a h p e n e r i m a a n p e m b i a y a a n y a n g t e r c a n t u m d a l a m 

S P 3 B P B L U D ; 
15) D i i s i j u m l a h p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n y a n g t e r c a n t u m d a l a m 

S P 3 B P B L U D ; 
16) D i i s i t a n g g a l , b u l a n , t a h u n ; d a n 
17) D i i s i n a m a d a n N I P B U D / K u a s a B U D . 



E . FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
K A B U P A T E N P A C I T A N 

1) 

S U R A T P E R N Y A T A A N T A N G G U N G J A W A B ( S P T J ) 
N O M O R 2) 

1) N a m a B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h 3) 
2) Kode O r g a n i s a s i 4) 
3) N o m o r / t a n g g a l DPA SKPD 5) 
4) Keg iatan 6) 

Y a n g b e r t a n d a t a n g a n d i b a w a h i n i 7) 
M e n y a t a k a n b a h w a s a y a b e r t a n g g u n g j a w a b a t a s s e m u a 

r e a l i s a s i p e n d a p a t a n y a n g t e l a h d i t e r i m a d a n b e l a n j a y a n g t e l a h 
d i b a y a r k e p a d a y a n g b e r h a k m e n e r i m a s e r t a p e m b i a y a a n , y a n g 
d a n a n y a b e r s u m b e r d a r i J a s a L a y a n a n , H i b a h , H a s i l K e r j a S a m a 
d a n l a i n - l a i n p e n d a p a t a n B L U D y a n g s a h d a n d i g u n a k a n 
l a n g s u n g p a d a b u l a n 8) t a h u n a n g g a r a n 9). 
( L a p o r a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a d a n p e m b i a y a a n t e r l a m p i r ) . 

B u k t i - b u k t i p e n d a p a t a n , b e l a n j a d a n p e m b i a y a a n d i a t a s 
d i s i m p a n s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u u n t u k 
k e l e n g k a p a n a d m i n i s t r a s i d a n k e p e r l u a n p e m e r i k s a a n a p a r a t 
p e n g a w a s . A p a b i l a d i k e m u d i a n h a r i t e r j a d i k e r u g i a n d a e r a h , 
s a ya b e r s e d i a b e r t a n g g u n g j a w a b s e p e n u h n y a a t a s k e r u g i a n 
d a e r a h d i m a k s u d d a n d a p a t d i t u n t u t p e n g g a n t i a n s e s u a i d e n g a n 
k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

D e m i k i a n S u r a t P e m y a t a a n i n i d i b u a t d e n g a n s e b e n a m y a , 
u n t u k m e n d a p a t k a n p e n g e s a h a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a 
d a n p e m b i a y a a n . 

Pacitan, tanggal - - 10) 
P e m i m p i n B a d a n L a y a n a n 

U m u m D a e r a h 

11) 
NIP 

P e t u n j u k P e n g i s i a n S u r a t P e m y a t a a n T a n g g u n g J a w a b : 
1) D i i s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
2) D i i s i n o m o r S P T J u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
3) D i i s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
4) D i i s i k o d e o r g a n i s a s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n 

d a e r a h ; 
5) D i i s i n o m o r d a n t a n g g a l D P A S K P D y a n g b e r s a n g k u t a n ; 
6) D i i s i k o d e k e g i a t a n ; 
7) D i i s i n a m a k e p a l a u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
8) D i i s i b u l a n b e r k e n a a n ; 
9) D i i s i t a h u n b e r k e n a a n ; 
10) D i i s i t a n g g a l , b u l a n , t a h u n ; d a n 
11) D i i s i n a m a d a n N IP P e m i m p i n B L U D . 



F . F O R M A T LAPORAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A DANA BLUD 
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A C I T A N 

1) 
L A P O R A N P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A N P E M B I A Y A A N 

T A H U N A N G G A R A N 2) 

No U r a i an 

J u m l a h (Rp) Bertambah / (ber kurang) 

No U r a i an 
Anggaran 

da l am 
DPA 

R e a l i s a s i s /d 
<a.\ IQIII 

.... \H-f l a i u 

R e a l i s a s i 
. . . . |0) i n i 

R e a l i s a s i s /d 
.... \of i n i /o 

1 ...3) 2 ...4) 3 ...5) 4 ...6) 5 ...7) 6=(4+5) ...8) 7=(3-5) ...9) 8=(6/3)xl00 
...10) 

PENDAPATAN 
J a s a L a y a n a n H i b a h 
H a s i l Ker ja Sama 
r^enQapatan DLJIJLJ y a n g aa i i 

J u m l a h 
B E L A N J A 
B E L A N J A O P E R A S I 
Be lan ja Pegawai 



No U r a i a n 

J u m l a h (Rp) Bertambah / (ber kurang) 

No U r a i a n 
Anggaran 

da l am 
DPA 

R e a l i s a s i s / d 
.... (4) lalu 

R e a l i s a s i 
.... (5) in i 

R e a l i s a s i s /d 
.... (6) i n i 

Anggaran 
da l am DPA 

R e a l i s a s i s /d 
.... (4) lalu 

1 ...3) 2 ...4) 3 ...5) 4 ...6) 5 ...7) 6=(4+5) ...8) 7=(3-5) ...9) 8=(6/3)xlO0 
...10) 

B e l a n j a B a r a n g d a n 
J a s a B e l a n j a B u n g a 
B e l a n j a l a i n - l a i n 

B E L r A N J A M O D A L 
B e l a n j a T a n a h 
B e l a n j a P e r a l a t a n d a n 
M e s i n 
B e l a n j a G e d u n g d a n 
B a n g u n a n 
B e l a n j a J a l a n , I r i g a s i d a n 
J a r i n g a n 
B e l a n j a A s e t T e t a p L a i n n y a 
B e l a n j a A s e t L a i n n y a 

J u m l a h 

S u r p l u s / D e f i s i t 



No U r a i a n 

J u m l a h (Rp) Bertambah / (ber kurang) 

No U r a i a n 
Anggaran 

da l am 
DPA 

R e a l i s a s i s /d 
.... (4) la lu 

R e a l i s a s i 
.... (5) in i 

R e a l i s a s i s /d 
.... (6) in i 

Anggaran 
da l am DPA 

R e a l i s a s i s /d 
.... (4) la lu 

1 ...3) 2 ...4) 3 ...5) 4 ...6) 5 ...7) 6=(4+5) ...8) 7=(3-5) ...9) 8=(6/3)xl00 
...10) 

P E M B I A Y A A N 
P E N E R I M A A N P E M B I A Y A A N 
P e n g h i t u n g a n S i s a L e b i h 
P e r h i t u n g a n A n g g a r a n 
T a h u n A n g g a r a n 
S e b e l u m n y a (S iLPA) 
I n v e s t a s i 
P e n e r i m a a n U t a n g 
/ P i n j a m a n 

J u m l a h 
P E N G E L U A R A N 
P E M B I A Y A N 
I n v e s t a s i 
r ^ c i i i L i c i y c i i dxi r^LiJvLJjK. L J L C L I I ^ 

/ P i n j a m a n 

J u m l a h 

P e m b i a y a a n Net to 



J u m l a h (Rp) Bertambah / (ber kurang) 

No U r a i a n 
Anggaran 
d a l a m 
DPA 

A ^ ^ C & A A 9 C f t 9 A A / \A 

.... (4) la lu 
Rr>> ft 11 ftft fti 
.... (5) in i 

T^^ftllftftfti ft / rl 
— (6) in i 

An flTflrn v n n 

da l am DPA 
R e a l i s a s i s /d 

.... (4) lalu 

1 ...3) 2 ...4) 3 ...5) 4 ...6) 5 ...7) 6=(4+5) ...8) 7=(3-5) ...9) 8=(6/3)xl00 
... 101 

S i s a L e b i h P e m b i a y a a n 
A n g g a r a n T a h u n 
B e r k e n a a n (S iLPA) 

P a c i t a n , ... 2 0 

M e n g e t a h u i K e p a l a S K P D / P P K D , 

(ttd) 

( n a m a l engkap ) 
N I P 

P e m i m p i n 
B a d a n L a y a n a n U m u m D a e r a h , ( t td ) 

(ttd) 

( n a m a l engkap ) 
N I P 



P e t u n j u k Peng i s i an L a p o r a n P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a a n 

1) D i i s i u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d i n a s / b a d a n d a e r a h ; 
2) T a h u n a n g g a r a n d i i s i d e n g a n t a h u n a n g g a r a n y a n g 

b e r k e n a a n ; 
3) K o l o m 1, d i i s i d e n g a n n o m o r u r u t p e n d a p a t a n , b e l a n j a d a n 

p e m b i a y a a n ; 
4) K o l o m 2 , d i i s i d e n g a n u r a i a n p e n d a p a t a n / b e l a n j a / 

p e m b i a y a a n 
a. P e n c a n t u m a n p e n d a p a t a n d i a w a l i d e n g a n u r a i a n 

p e n d a p a t a n s e l a n j u t n y a d i i k u t i d e n g a n u r a i a n j e n i s 
p e n d a p a t a n p e n d a p a t a n d i t e r i m a o l e h B L U D ; 

b. B e l a n j a d i a w a l i d e n g a n p e n c a n t u m a n u r a i a n b e l a n j a 
s e l a n j u t n y a u r a i a n b e l a n j a d i k e l o m p o k k a n k e d a l a m 
b e l a n j a O p e r a s i d a n b e l a n j a m o d a l ; 

c D a l a m k e l o m p o k b e l a n j a o p e r a s i d i u r a i k a n k e j e n i s - j e n i s 
b e l a n j a ; 

d . D a l a m k e l o m p o k b e l a n j a m o d a l d i u r a i k a n k e j e n i s - j e n i s 
b e l a n j a . 

e. U n t u k p e m b i a y a a n d i a w a l i d e n g a n p e n c a n t u m a n u r a i a n 
p e m b i a y a a n s e l a n j u t n y a u r a i a n p e m b i a y a a n 
d i k e l o m p o k k a n k e d a l a m p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n 
p e m b i a y a a n ; 

f. D a l a m k e l o m p o k p e n e r i m a a n p e m b i a y a a n d i u r a i k a n k e 
j e n i s - j e n i s p e n e r i m a a n p e m b i a y a n ; 

g. D a l a m k e l o m p o k p e n g e l u a r a n p e m b i a y a a n d i u r a i k a n k e 
j e n i s - j e n i s p e n g e l u a r a n p e m b i a y a n . 

5) K o l o m 3 , d i i s i d e n g a n a n g g a r a n p e n d a p a t a n , b e l a n j a , 
p e m b i a y a a n d a l a m D P A B L U D ; 

6) K o l o m 4 , d i i s i d e n g a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , 
p e m b i a y a a n b u l a n - b u l a n s e b e l u m n y a ; 

7) K o l o m 5, d i i s i d e n g a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , 
p e m b i a y a a n b u l a n b e r k e n a a n ; 

8) K o l o m 6 , d i i s i d e n g a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , 
p e m b i a y a a n b u l a n - b u l a n s e b e l u m n y a d i t a m b a h d e n g a n 
b u l a n b e r k e n a a n ; 

9) K o l o m 7 , d i i s i d e n g a n s e l i s i h a n t a r a a n g g a r a n p e n d a p a t a n , 
b e l a n j a , p e m b i a y a a n d e n g a n r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , 
p e m b i a y a a n ; 

10) K o l o m 8 , d i i s i d e n g a n p r o s e n t a s e a n t a r a a n g g a r a n 
p e n d a p a t a n , b e l a n j a , p e m b i a y a a n d i b a n d i n g k a n d e n g a n 
r e a l i s a s i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , p e m b i a y a a n d i k a l i k a n 1 0 0 . 



G. CONTOH FORMAT BUKTI MEMORIAL PENDAPATAN BLUD 

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 
RSUD dr. DARSONO 

BADAN LAYANAN UMUM D A E R A H (BLUD) 
J l . . . 

BUKTI MEMORIAL 
Nomor : / /202.. : 

i 
I 

Dalam rangka pengakuan realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD pada; 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO), serta Aset,j 
Kewajiban dan Ekui tas pada Neraca sebagaimana amanat Peraturan Menterij 
Da lam Negeri Rl Nomor 79 T a h u n 2018 tentang Badan Layanan U m u m 
Daerah, berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) 
ter lampir , pada tanggal d i l akukan ent r i j u m a l sebagai ber ikut : 

Kode Rekening 

3.1.02.05.01.0001 
4.1.04.16.01 

Nama Rekening 

Estimasi Perubahan SAL 
Pendapatan Dana BLUD.. . . 
(Pengakuan Pendapatan 
pada LRA) 

Debet Kredit 

3.1.02.05.01.0001 

Belanja Pegawai 
Belanja Barjas 
Belanja Modal 
Est imasi Perubahan SAL 
(Pengakuan Belanja pada 
LRA) 

1.1.01.04.01.0001 
7.1.04.16.01 

Kas d i BLUD 
Pendapatan dar i Dana 
BLUD 
(Pengakuan Kas BLUD 
pada Neraca dan 
Pendapatan pada LO) 

8 
8 

dst 
1.1.01.04.01.0001 

Beban 
Beban 
dst 
Kas d i BLUD 
(Pengakuan Beban pada 
LO dan Pengurangan Kas 
pada Neraca) 

dst 



1.1 Aset 
1 
1 

1.1.01.04.01.0001 Kas d i BLUD 
(Pengakuan Aset pada 
Neraca) 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 
SKPD 

NIP. 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Salinan sesuai-^teTtexYaslinya 
Kepala^BagiaiiJflukum. 

DENI/CAHYANTQRQ, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1004 


